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Abstract: Policy Local Government in the Post-Establishment Waste Management UU No. 18
Tahun 2008. The purpose of this study to determine support and resistance implementation
Rokan Hulu Government policy on waste management after the establishment of UU No. 18
Tahun 2008 on Waste. This study usesresearch deskriftip, which describes the waste management
policy in Rokan Hulu. Sources informants in this study is the executive, the legislature and the
public. Dataanalysisin thisresearchisaqualitative descriptive way to explain the answersto the
problemsfound in thefield, aswell as by comparing the theoretical concepts associated with the
study and use quantitative approach using data tabulation. The results showed Rokan Hulu
Government policy on waste management after the establishment of UU 18 Tahun 2008 isyet to
be optimal, since only collect, transfer, and dispose of without aprocessin Tempat Pembuangan
Akhir (TPA). Theattitude of stakehol ders about the significance of waste management isregulated
by a separate area not yet fully support, particularly from the legidative budget constraints assess
the various regions.

Abstrak: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Pasca Penetapan UU No.
18 Tahun 2008. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dukungan dan hambatan implementasi
kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam pengelolaan sampah pasca penetapan UU
No. 18 Tahun 2008 tentang Persampahan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriftip, yakni
menggambarkan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Rokan Hulu. Sumber informan
dalam pendlitianini adalah pihak eksekutif, legidatif dan masyarakat. Analisisdatadalam penelitian
ini adalah dengan cara deskriftif kualitatif dengan menjelaskan jawaban permasalahan yang
ditemukan di lapangan, sertadengan caramembandingkan dengan konsep teori yang berhubungan
dengan penelitian dan juga menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan tabul asi
data. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam
pengelolaan sampah pasca penetapan UU No. 18 Tahun 2008 belum berjalan secara optimal,
karena hanya mengumpulkan, memindahkan, dan membuang tanpa adanya proses di Tempat
Pembuangan Akhir (TPA). Sikap para pihak (stakeholders) tentang signifikansi pengelolaan
sampah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri belum mendukung sepenuhnya, terutamadari
pihak legidlatif yang menilai adanya berbagai keterbatasan anggaran daerah.
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PENDAHULUAN

Pengamatan yang dilakukan di lapangan ber-
dasarkan prasurvey yang dilakukan peneliti,
ditemukan bahwa Pemerintah K abupaten Rokan
Hulu belum mampunyai Peraturan Dagrahyang
khusussebagal |landasan hukumddammengdola
sampah demi terwujudnyalingkungan kotayang
lebih bersih. Kondisi ini disebabkan oleh bebe-
rapahd, yang jugamenjadi ggadadalam pene-
litianini. Belumtersedianyasumber dayamanusa
yang memadal dalam upayamengel olasampah
yang baik dan menata perkotaan. Pendanaan
atau finansial yang mendukung dalam upaya
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mewujudkan kebersihan dan keindahan kota,
dimanajumlah danayang diperoleh dari retribus
kebershantidak sebanding dengan biayaopera:
sond keberghan dari duawilayahtersebut (Pasir
Pengaraian dan Ujung Batu).

Fasilitas pendukung dalam melaksanakan
kebersihan kotajugabelum memadai, seperti
armadaangkutan, Tempat Pembuangan sampah
Sementara, Tempat Pembuangan Akhir dan
belum adanyaal at yang tersediadalam pengo-
lahan atau pemusnahan sampah pada TPA.
Kondid TPA yang adadi Kabupaten RokanHulu
masih berbentuk TPA open dumping, sehingga
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tidak sesuai dengan aturan yang adapadaUU
No. 18 Tahun 2008 tentang Persampahan.

Organisas dan mangjemen dalam penge-
lolaan sampah dan penataan kota sertapenge-
lolaan retribusi sampayang belum terlaksana
dengan baik, sehinggameasih rendah penerimaan
retribus dan rendahnyapartisipas masyarakat
terhadap menjagakebers hanlingkungan. Belum
adanya studi kelayakan yang dilakukan oleh
Pemerintah K abupaten Rokan Hulu terhadap
pengel olaan sampah dan penataan dari Kota
Pasir Pengaraian dan Ujung Batu ddlam rangka
mewujudkan kebersihan dan keindahan dari
keduakotatersebut.

Islamy (2004) mengatakan bahwa kepu-
tusan yang dibuat pemerintah merupakan kebi-
jakan yang dilakukan sebagai aktor atau pe-
ngambilan kebijakan. Menurut Dunn (2003)
bahwa proses analisis kebijakan adalah se-
rangkaian aktivitasintel ektual yang dilakukan
diddam proseskegiatan yang adapadadasarnya
bersifat politik. Aktivitas politik tersebut di-
jelaskan sebagal proses pembuatan kebijakan
dandivisuaisaskan sebagal serangkaian tahap
yang saling bergantung yang diatur menurut
urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi
kebijakan, adops kebijakan, implementas ke-
bijakan dan penilaian kebijakan.

Koryati, dkk (2005) menyebutkan kebi-
jakan seringkali dikaitkan dengan keputusan
pemerintah yang menjadi pedoman untuk me-
ngatas berbaga masdah publik dan mempunyai
tujuan rencana dan program yang akan di-
jalankan secara jelas. Ada beberapa makna
tentang kebijakan pemerintah yakni;

1. Kebijakan Pemerintah selalu mempunyai
tujuantertentu atau merupakan tindakanyang
berorientas padatujuan.

2. Kebijakanitu berisikan tindakan-tindakan
atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat
pemerintahan.

3. Kebijakan itu merupakan apayang benar-
benar dilakukan pemerintah, jadi bukan
merupakan apayang baru menjadi maksud
aau pernyataan pemerintah md akukan sesuatul.

4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif
daamarti merupakan keputusan pemerintah

untuk melakukan sesuatu atau tindakan
melakukan.

5. Kebijakan pemerintah dalam arti positif
didasarkan atau selalu dilandaskan pada
peraturan perundang-undangan dan bersifat
memaksa (otoritatif).

Soekmana (2010) mengatakan bahwa,
pengel olaan sampah-sampah yang dihasilkan
dari berbagai aktivitasmanusia, dikelompokan
menjadi enam elemen terpisah, yaitu Pertama,
pengendalian bangkitan (control of generation).
Kedua, penyimpanan (storage). Ketiga,
pengumpulan (collection). Keempat, pemin-
dahan dan pengangkutan (trnafer and tran-
sport). Kelima, pemrosesan (processing), dan
keenam, yaitu pembungan (disposal). Lebih
lanjut menurut Soekma (2010) menyatakan
bahwa pengel olaan sampah dengan keenam
elemen tersebut harus dilaksanakan dengan
pringip-pring p yang dapat menjamin kesehatan
masyarakat sertadilaksanakan menurut kaidah
ekonomi, teknis, konservas, estetika, dan per-
timbanganlainnya

Pandangan di atas menunjukan bahwa
pengel olaan sampah yang baik akan menghasil-
kan lingkungan yang tertatadengan baik danrapi,
sertamemberikan nilal tambah bagi masyarakat
terhadap penyel enggara pemerintahan daerah
sebagal intitud daerahyang memiliki kewenangan
dalam pengel olaan sampah, danjugame ahirkan
lingkungan yang bersih dan sehat bagi setiap
masyarakat, khususnyapengel olaan sampah di
Kabupaten Hulu.

Tujuandari penditianini untuk mengetahui
dukungan dan hambatanimplementas kebijakan
Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu

daam pengel olaan sampah pasca penetapan UU
No. 18 Tahun 2008.

CMETODE

Lokas dari pendlitianini add ah padaK abu-
paten Rokan Hulu. Jenispenelitianini adalah
menggunakan jenispenditiankuditatif. Menurut
Moleong (1999) mengatakan bahwa metode
penditiankuditatif padadasarnyamenggunakan
pendekatan induktif, yaitu datadikumpulkan,
diandigs, diabstrakskan dan akan muncul teori-
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teori sebagal penemuan kualitatif. Dalam pene-
litian ini dimaksud untuk menggali secaramen-
dalam berbagai datadaninformas secaraakurat
dan menerangkan atal menjel askan lebih men-
dalam dari pokok permasal ahan yang dibahas
Ssesual dengantujuan pendlitian, yang menyangkut
tentang kebijakan Pemerintah Daerah Kabu-
paten Rokan Hulu dalam pengel olaan sampah
dan penataan lingkungan, sebagai upayauntuk
mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat,
berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan,
serta memberikan argumentasi terhadap apa
yang ditemukan di |apangan dan dihubungan
dengan konsep teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam
Pengelolaan Sampah

Implementas kebijakan Pemerintah Daerah
Kabupaten Rokan Hulu dalam pengelolaan
sampah berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008
sudah dijalankan suatu kebijakan yang dituang-
kan dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002
tentang Retribus K ebershan kemudian disem-
purnakan melaui Peraturan DagrahNo. 5Tahun
2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah No.
3 Tahun 2002. namun padasaat ini Pemerintah
Daerah Kabupaten Rokan Hulu tidak member-
lakukan Peraturan Daerah tersebut, karena
sudah ada Peraturan Daerah K abupaten Rokan
Hulu No. 3 Tahun 2011 tentang Retribus Jasa
Umum. Dalam peraturan daerah tersebut penge-
lolaan sampah hanyadijelaskan dalam Bab IV
tentang Retribus Persampahan/K ebersihan.

Pengd olaan sampah ddam Peraturan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu No. 3 Tahun 2011
tentang Retribus JasaUmum, dijelaskan pada
Pasal 28 ayat (1) Objek retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan adalah pelayanan
persampahan/kebersihan yang disel enggarakan
oleh Pemerintah Daerah, meliputi;

a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari
sumbernyakelokas pembuangan ssmentara.

b. Pengangkutan sampah dari sumbernyadan/
ataulokas pembuangan sementara kelokas
pembuangan/pembuangan akhir.

c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemus-
nahan akhir sampah.

K ehijakan pengel olaan sampah oleh Peme-
rintah Kabupaten Rokan Hulu sangat perlu
dilakukan dengan baik untuk mewujudkan
lingkungan yang bersih dan sehat sehingga
menj adikan lingkungan perkotaan yang lebih
tertatadengan rapi dan baik. Untuk mengetahui
respon Pmerintah Daerah dalam pengel olaan
sampah-sampah yang dihasi|kan dari berbagai
aktivitasmanus a, dapat dikelompokan menjadi
enam elemen sebagal upyapengel olaan sampah,
yakni: Pertama, pengendalian bangkitan (con-
trol of generation). Kedua, penyimpanan
(storage). Ketiga, pengumpulan (collection).
Keempat, pemindahan dan pengangkutan
(trnafer and transport). Kelima, pemrosesan
(processing), dan keenam, yaitu pembungan
(disposal).

K ebijakan pengel ol aan sampah yang dil ak-
sanakan selama ini belum terlaksana secara
optima, dimanapengel olaan sampah selamaini
hanyamelaksanakan tigaindikator dari enam
indikator yang ada, yakni pengumpulan, peng-
angkutan dan pembuangan pada TPA yang ada,
sehingga pengel olaan sampah selama ini di
Kabupaten Rokan Hulu, belum mencapai hasil
yanglebih efektif.

Pandangan Pihak (Stakeholders) yang
Terlibat dalam Persoalan Pembuatan dan
Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah

Pandangan pihak (stakeholders) yang
terlibat dalam persoalan pembuatan dan pe-
laksanaan kebijakan pengel olaan sampah di
Kabupaten Rokan Hulu menunjukan bahwa
pengel olaan sampah yang ada di Kabupaten
Rokan Hulu sudah berjdan, namun belum sesuai
dengan harapan yang ada dalam UU No. 18
Tahun 2008 tentang Pengel olaan Sampah, karena
undang-undang tersebut memfokuskan pada
pengel ol aan sampah secaraterpadu bukan pe-
mindahan dan pembuangan sampah yang di-
lakukan selamaini oleh Pemerintah Kabupaten
RokanHulu.
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Sikap Pihak (Stakeholders) tentang
Signifikansi Pengelolaan Sampah Diatur
dengan Peraturan Daerah Tersendiri dalam
Pengelolaan Sampah

Sikap para pihak (stakeholders) tentang
signifikans pengel olaan sampah diatur dengan
Peraturan Daerah tersendiri dalam Pengelolaan
Sampah di Kabupaten Rokan Hulu, belum
mendukung sepenuhnya, terutamadari pihak
legidatif yang menillai adanyaberbagai keter-
batasan anggaran daerah dalam pengel olaan

sampah terpadu

Pengaruh dari Dinamika Kelompok Setuju
dengan Kelompok yang Tidak Setuju
terhadap Perda Khusus Pengelolaan Sampah
Dari dinamika (tarik menarik) Kelompok
Setuju dengan Kelompok yang Tidak Setuju
terhadap Perdakhusus Pengel olaan Sampah di
Kabupaten Rokan Hulu pengaruhnya secara
khusus belum nampak berkembang di tengah
masyarakat, namun pengaruh jangkapanjang
akan menimbulkan persoalan baru terhadap
pengel olaan sampah yang dilakukan selamaini,
yakni mengumpul kan, memindahkan dan mem-
buang sampah pada TPA. Kondis ini akan
menimbulkan masal ah jangka panjang terhadap
pengel olaan sampah dan jugaterhadap pence-
maran lingkungan di Kabupaten Rokan Hulu.

Dukungan dan Hambatan Implementasi
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam
Pengelolaan Sampah Pasca Penetapan UU
No. 18 Tahun 2008

Hambatan terhadap implementas kebijakan
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam
Pengel olaan Sampah Pasca Penetapan UU No.
18 Tahun 2008 add ah bel um tersedianyasumber
dayamanusiayang handal dalam pengelolaan
sampah, belum optimalnya anggaran dalam
pembi ayaan pengel olaan sampah, belum adanya
peralatan atau teknologi tepat gunadalam pe-
ngel olaan sampah dan belum adanyamang emen

strategisterhadap pengel olaan sampah. Selain
faktor tersebut juga diketahui, bahwa masih
rendahnya kesadaran masyarakat dalam ber-
partisipasi terhadap pengel olaan sampah dan
belum adanyakebijakan yang pasti dari peme-
rintah dalam menanggulangi sampah mulai dari
sumber atau timbulan sampah hinggapengolahan
sampahdi TPA.

SIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu belum
mampu melaksankan pengelolaan sampah
denngan baik dan terpadu sesuai dengan UU
No. 18 Tahun 2008. Pemerintah Kabupaten
Rokan Hulu hanya menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Rokan Hulu No. 3 Tahun
2011 tentang Retribus JasaUmum, dan belum
adakebijakan untuk pengadaan perad atan untuk
pengolahan sampah. Pengel olaan sampah di-
lakukan hanyadalam bentuk mengumpulkan,
memindahkan dan membuang padaTPA yang
ada. Karenaitu, Pemerintah Kabupaten Rokan
Hulu perlu menatapkan kebijakan yang strategis
dalam pengel ol aan sampah yang berkesinam-
bungan untuk mewujudkan lingkungan yang
bersh, sehat, dan dinamis.
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